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ABSTRAK

Siti Rohayatun. Dosen Pembimbing: Dr. Ulin Na’mah, M.HI., dan Muhammad
Fajar Sidig Widodo, M.H. Pembatasan Kekuasaan Eksekutif Terhadap
Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Merah Putih di Indonesia: Perspektif
Siyasah Dusturiyah. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah.
UIN Syekh Wasil Kediri. 2026.

Kata Kunci: Pembatasan Kekuasaan Eksekutif, Kementerian Negara, Kabinet
Merah Putih, Siyasah Dusturiyah.

Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara, yang menghapus batasan maksimal 34 kementerian pada Kabinet Merah
Putih periode 2024-2029 dengan jumlah Kementerian yang lebih banyak yaitu 48
menteri. Jumlah ini dianggap “gemuk” dan dapat menyebabkan perdebatan
mengenai efisiensi birokrasi, resiko tumpang tindih kewenangan dan potensi
pembengkakan anggaran negara. Kebijakan ini memicu perdebatan tentang kedua
prinsip efisiensi birokrasi dan kemungkinan abuse of power (penyalahgunaan
kekuasaan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pembatasan
kekuasaan eksekutif dari sudut pandang siyasah dusturiyah, serta meninjau
kebijakan penambahan jumlah kementerian dalam lingkup hukum islam.

Penelitian ini adalah kajian hukum yang bersifat normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan
dalam penelitian ini, bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. Bahan-
bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui metode penelitian perpustakaan
(library research) dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu,
metode analisis hukum dalam penelitian ini bersifat preskriptif atau normatif, yang
menunjukkan apa yang seharusnya.

Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Konsep pembatasan kekuasaan
eksekutif dalam Siyasah Dusturiyah berlandaskan pada prinsip-prinsip utama Islam,
seperti maslahah ‘ammah (kepentingan umum), ‘adl (keadilan), dan syura
(musyawarah). Kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyyah) tidak bersifat
mutlak, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan demi mencapai
kesejahteraan rakyat dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sejarah
kekhalifahan Islam, terutama pada masa Khulafaurrasyidin dan Dinasti Abbasiyah,
lembaga wizarah (kementerian) didirikan untuk mendukung pemimpin negara
(khalifah/imam) dengan adanya pemisahan tugas yang jelas antara wazir tafwidh
(yang memiliki kekuasaan atau wewenang luas) dan wazir tanfidz (yang
menjalankan tugas atau pelaksana). Pembentukan dan penambahan kementerian
harus memenuhi kriteria efisiensi, kompetensi, serta tidak menimbulkan
pemborosan atau tumpang tindih dalam kewenangan. Kedua, Analisis Siyasah
Dusturiyah mengenai keputusan penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet
Merah Putih (dari 34 menjadi 48 kementerian melalui UU No. 61 Tahun 2024)
mengungkapkan bahwa keputusan ini secara resmi berlandaskan pada hak
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prerogatif presiden menurut Pasal 17 UUD 1945 serta perubahan Pasal 15 UU
Kementerian Negara. Namun, jika dilihat dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah,
tindakan ini memiliki kemungkinan untuk bertentangan dengan prinsip maslahah
‘ammah dan ‘adl karena: dapat memicu resiko pembengkakan anggaran negara dan
inefisiensi dalam birokrasi, adanya kemungkinan munculnya tumpang tindih
kewenangan di antara kementerian, keputusan ini tampak didorong oleh faktor
politik akomodatif (pembagian kursi dalam koalisi) alih-alih berdasarkan
kebutuhan objektif dan rasional. Meskipun terdapat pembenaran untuk fleksibilitas
jumlah kementerian jika bertujuan untuk meningkatkan layanan publik dan
efektivitas pemerintahan (sesuai figh al-wizarah), kenyataan dalam Kabinet Merah
Putih saat ini lebih mencerminkan dominasi kepentingan politik dibandingkan
kemaslahatan umum. Karena itu, penambahan kementerian harus tetap ditentukan
oleh prinsip syura, akuntabilitas, dan evaluasi secara berkala agar tidak melampaui
batas wewenang eksekutif yang dibolehkan dalam Siyasah Dusturiyah.
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